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1.1. Latar Belakang
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan

Talaud. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 49 Tahun

2016, melaksanakan tugas Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat

spesifik dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,;

2. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah
umum;

3. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan
evaluasi rumah swadaya;

4. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh
dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

5. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi
pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai
luasan wilayah yang ditetapkan;

Pelaksanaan Administrasi Dinas;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi dimaksud, diperlukan adanya
rencana kerja (RENJA). Penyusunan Renja tahun anggaran 2022 ini berdasarkan pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2022, RENSTRA Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 2020 - 2025 dan hasil forum perangkat daerah.
Renja dapat berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional
OPD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah “ketentuan pasal 82 ayat
(2) dan pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan
Forum Perangkat Daerah”. Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja OPD dan dapat
dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan
kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya manusia (SDM) di masing-masing Satuan

Perangkat Daerah.
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1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hokum disusunnya Rencana Kerja Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 adalah

sebagai berikut :

a.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud
Sebagai Satu Daerah Otonom Baru Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI
Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI
Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (2005-2025);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahpan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034;
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1.3

14

n.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025;

0. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 adalah :

1.

Menjadi dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna
meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud;

Sebagai dokumen resmi bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Kepulauan Talaud dalam menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun
program dan kegiatan pada tahun 2022 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD
Provinsi maupun APBN;

Memuat pengukuran kinerja  (tolok ukur kinerja) Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan
integritas organisasi.

Tujuan penyusuanan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan

program dan kegiatan yang nantinya diarhkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan

sasaran program dan kegiatan yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

A ON -

1.
1.
1.
1.

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1
2.2
2.3
24

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD
Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Review Terhadap Rancangan RKPD/Renstra SKPD

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1
3.2
3.3

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

41

Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP
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21.

BAB Il
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun 2014-2019 telah ditetapkan Arah Kebijakan Umum yaitu mewujudkan capaian
keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui penetapan program
prioritas sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang
disesuaikan dengan Misi Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya didasarkan pada
karakteristik wilayah dengan pendekatan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan melalui program prioritas yang dilaksanakan dengan titik berat
yang kebijakan pelaksanaannya sesuai spesifikasi kebutuhan pembangunan dalam rangka
mewujudkan Visi Daerah, yaitu Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Talaud Yang Rukun Dan
Damai, Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi telah ditetapkan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mewujudkan Visi Daerah tersebut diatas, yakni
Menciptakan Talaud yang aman dan nyaman guna terwujudnya lingkungan hidup yang bersih
dan nyaman di masyarakat.

Diakui bahwa masih ditemukan berbagai permasalahan yang merupakan kesenjangan
antara kinerja pelayanan yang dicapai dengan perencanaan itu sendiri, yang secara langsung
berkontribusi pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta fungsi pelayanan
SKPD yang efektif, efisien dan berdaya saing sesuai dengan target pembangunan daerah
yang telah ditetapkan.

Realitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan karakteristik daerah
kepulauan, daerah perbatasan negara, dan daerah rawan bencana alam menjadi tantangan
tersendiri bagi setiap SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Di sisi yang lain ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
sangat berpengaruh pada realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai
dengan RPJMD dan Renja SKPD pada setiap tahun anggaran, termasuk pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud di tahun anggaran
2021. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada setiap tahun anggaran di Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud tidak tercapai atau tidak dapat
dilaksanakan karena tidak teralokasikan anggarannya pada tahun 2022, dikarenakan tidak
tersedia alokasi anggaran serta adanya perubahan regulasi.

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut ini :
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Tabel. 2.1
Program dan Kegiatan beserta Realisasi Keuangan Tahun 2022
NO| PROGRAM KEGIATAN PAGU REALISASI %
Penunjang
Urusan Perencanaan,Penganggaran
1. | Pemerintahan 1.| dan Evaluasi Kinerja 1.625.000 1.590.000 | 97,8
Daerah Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
gp || EMITETE RN NEETIgER 1.664.139.088 | 1.642.029.352 [998,6
Perangkat Daerah
3,| Administrasi Umum 154.417.582 |  154.249.220 | 99,9
Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik
4.| Daerah Penunjang Urusan - -l -
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa
5.| Penunjang Urusan 394.525.000 391.755.000 | 99,3
Pemerintah Daerah
Pemeliharaan Barang Milik
6.| Daerah Penunjang Urusan 65.714.536 62.756.100 | 95,5
Pemerintah Daerah
Jumlah 2.280.421.188 | 2.252.379.672 | 98,8
5. | Kawasan Penerbitan Izin
" | Permukiman 1. Eembaqgunan Kawasan 69.324.000 21.184.000 | 30,5
ermukiman
Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
2:| Kumuh dengan luas dibawah TS LA -0
10 Ha
Jumlah 185.244.000 21.184.000 | 30,5
Peningkatan
Pelayanan
Sertifikasi,Kualifik
3. | asi,Klasifikasi dan ) i o
Registrasi Bidang
Program
Pengembangan
Perumahan
- - -1 0
JUMLAH 2.465.665.188 | 2.273.563.672 | 92,3
Dari Tabel 2.1 dapat disampaikan bahwa realisasi keuangan dari 3 (tiga) program yang
dilaksanakan tercapai 92,3%. Hasil capaian secara umum untuk 6 (enam) Program tersebut di
atas capaiannya rata-rata kategori sangat baik (Optimal).
2.2, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja perangkat daerah didasarkan pada indikator kinerja yang telah
ditentukan terutama terhadap IKK sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017.
Adapun analiis pencapaian kinerja Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten

Kepulauan Talaud sesuai dengan Tabel berikut :
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Dinas Perumahan dan Kaasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Target
No Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal | Tahun| Tahun
2020 2021 | 2022
1 2 3 4 5 7 8
Meningkatkan Terbukanya Ratsio rumah
1.1 kualitas akses layak huni per
lingkungan masyarakat 1000 penduduk 10 %
hidup dikawasan terhadap rumah 70% 70%
perumahan, layak huni
pemukiman,
garis pantai dan Meningkatnya Presentase
sungai kualitas lingkungan
lingkungan hidup | perumahan dan 5% 30% | 40%
dikawasan permukiman
perumahan dan | yang bebas
permukiman dari bencana
banjir dan
tanah longsor
Presentase
lingkungan
perumahan dan 6 % 20% 40%
permukiman
yang berstatus
lingkungan
sehat

2.3.

Isu — Isu Strategis Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sebagai SKPD yang baru dikukuhkan pada tanggal 30 Desember tahun 2016, , Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman memulai penyelenggaraan tugas dan fungsi

daerah baru bulan januari 2017 atau tahun ke 3 dalam

SKPD dimulai

sebagai perangkat pada
pelaksanaan RPJMD 2014 - 2019. Penyelenggaraan Tugas dan fungsi
dengan penyusunan Basis Data Perumahan maupun Data Kawasan Permukiman dan
Prasarana Sara dan Utilitas umum serta Tugas yang berkaitan dengan Pengelolaan taman
Kota yang sebelumnya pada Dinas Pengelolaan pasar Kebersihan dan Pertamanan. Fokus
pelaksanaan tugas SKPD tahun 2017-2019 adalah Pendataan Rumah Tidak Layak Huni,
serta pelaksanaan DAK Afirmasi Bidang Perumahan dalam bentuk Bantuan Rumah
Swadaya (BRS) untuk masyarakat pulau-pulau terluar di Wilayah Kec. Miangas, Nanusa
dan Kecamatan Kabaruan, juga melaksanakan Kordinasi/Konsultasi dengan SKPD yang
Satker Satker

terkait tugas dan Fungsi SKPD

menangani Perumahan dan Permukiman di Provinsi, Perumahan,
Pengembangan Kawasan Permukiman serta Direktorat
seperti Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Cipta Karya

untuk kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
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Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya isu-isu strategis yang menjadi perhatian
dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :
a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan kawasan permukiman;

b. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam upaya penataan kawasan

permukiman,;
c. Kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat masih rendah;
d. Kurangnya keterlibatan dalam pemberdayaan kelompok swadaya masyarakat;
e. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan di wilayah permukiman;
f. Belum terinteraksi perencanaan tata ruang kawasan permukiman;
g. Target capaian penataan kawasan permukiman yang masih rendah;
h. Minimnya penganggaran yang tersedia dalam APBD.
Tabel 2.3
Capaian Kinerja Spm dan Ikk
Indikator Target
kinerja sesuai Target Renstra Realisasi
No | tugas dan Target | Target| Indikator| Perangkat | Capaian Proyeksi
fungsi SPM IKK | Lainnya Daerah Tahun ke-
perangkat Tahun ke-
daerah 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ratsio rumah layak
1| huni per 1000 | 3.825 241 | 54 | 70% | 70% | 241 | 54
penduduk unit Rumah |Rumah Rumah | Rumah
Presentase
2 | lingkungan 30% 4,40 4,40 30% 40% | 4,40 4,40
perumahan dan Ha Ha Ha Ha
permukiman yang
bebas dari
bencana banijir
dan tanah longsor
3 | Presentase
lingkungan
perumahan dan 20% 40%
permukiman yang | 20% 4,40 4,40 ° 4,40 4,40
berstatus Ha Ha Ha Ha
lingkungan sehat
24. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Proses pelaksanaan Review terhadap rancangan awal RKPD sangat penting untuk
penyesuaian target capaian kinerja terhadap Anggaran, indikator kinerja, serta Visi Misi Bupati
dan Wakil Bupati terpilih. Pada rancangan perubahan RKPD terdapat program dan kegiatan
yang telah berubah nomenklaturnya karena adanya penyesuaian program dan kegiatan
terhadap PERMENDAGRI Nomor 90 tahun 2019 serta perlunya dukungan anggaran terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
kabupaten Kepulauan Talaud dalam mendukung Visi - Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Adapun perbandingan antara RKPD 2020 dengan rancangan awal usulan SKPD Badan
Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai Tabel 2.4 berikut

ini:

Dinas Perkim Kabupaten Kepulauan Talaud



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2022

. . __. | Praki i j
Urusan/ Bidang Target | Realisasi raiiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Praldraan Maju Rencana
" . . Capaian Tahun 2023 Perangkat
Urusan/ Indikator Program/ | Akhir | Capaian Target Kelompok Daerah
Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Rlng Target 2022 Pagu Indikatif . Prioritas P Penangrgung
Kegiatan/ Sub Kegiatan e Tahun | o hun - RKPD 2022 | lLokasi | 1 ] Target | Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD| 2020 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 ana Nasional Daerah
2021 Perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6,500,576,903 2,556,084,151 2,744,708,685 6,161,548,221
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN 3,564,025,903 2,556,084,151 2,561,958,685 2,917,453,232
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi 5,835,000 23,415,000 3,505,000 22,650,000
Kinerja
Perangkat
Daerah
Semua Dana
Koordinasi dan Kab/Kota, | Transfer Dinas
Penyusunan Tersedianya dokumen Semua Umum - Perumahan dan
02 Dokumen RKA- RKA SKPD 6 Dokumen 6 Dokumery 4,400,000 12,630,000 930,000 Kecamataf,Dana 6 Dokumery 14,400,000 Kawasan
SKPD Semua Alokasi Permukiman
Kelurahan| Umum
Dana
Koordinasi dan erinusrf:i E;rr]jrsnahan dan
04 |Penyusunan DPA- 1,435,000 10,785,000 2,575,000 8,250,000
SKPD Dana Kawasan
Alokasi Permukiman
Umum
Administrasi
Keuangan 2,142,433,588|  2,174,614,303| 1,875,613,837 2,479,143,232
Perangkat
Daerah
Dana
Transfer
Umum -
Semua Dana .
) - Kab/Kota, | Alokasi Dinas
Penyediaan Gaji Semua Umum Perumahan dan
01 |dan Tunjangan 2,127,443,588 2,156,084,303 1,867,873,837 2,462,643,232
Kecamatan,Dana Kawasan
ASN .
Semua Transfer Permukiman
Kelurahan| Umum -
Dana
Alokasi
Umum
Koordinasi dan Dana
Penyusunan Transfer Dinas
g7 |Laporan Keuangan 14,990,000 18,530,000 7,740,000 Umum - 16,500,000| Perumahan dan
Bulanan/Triwulana Dana Kawasan
n/Semesteran Alokasi Permukiman
SKPD Umum
Administrasi
Umum Perangkat 142,222,000 130,247,000 183,217,000 202,300,000

Daerah




Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2022

. . . | Prakiraan N N Prakiraan Maju Rencana
Urusan/ Bidang . Target Realls.a5| Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 Perangkat
Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . RKPD 9 Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas P
Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode Tahun RKPD rasi Sumt Sasaran dikatif Penanggung
a RPJMD Tahun e RKPD 2022 Lokasi Dana . Target Pagu Indikati Jawab
Kegiatan 2020 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Perubahan Nasional Daerah
DAU
Penyediaan Tambahan Dinas
Peralatan dan untuk 1-Pembangunan Perumahan dan
04 01 206 02 0 0 7,125,000 Sumber daya 100,000,000
Perlengkapan Dukungan manusia Kawasan
Kantor Pendanaan us! Permukiman
Kelurahan
Dana
Kab. Transfer Dinas
Penyediaan Bahan | Tesedianya bahan Kepulauan Umum - Perumahan dan
04 01 206 04 T S 1 Tahun 1 Tahun 30,000,000 21,685,000 28,600,000| Talaud, 1 Tahun 3,300,000
Logistik Kantor Logistik Kantor Dana Kawasan
Melonguang, oy asi .
oKasl Permukiman
Melonguang . im
Dana
. Transfer Dinas
Penyediaan Umum - Perumahan dan
04 01 206 05 |Barang Cetakan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Dana 33,000,000 Kawasan
dan Penggandaan Alokasi Permukiman
Umum
Semua Dana
Penyelenggaraan | Tersedianya alokasi Kab/Kota, | Transfer Dinas
04 01 206 0g |RapatKoordinasi | anggaran untuk 1Tahun | 1Tahun 59,952,000 78,562,000 117,492,000| 36Mu@ | Umum - 1 Tahun 66,000,000| Ferumahan dan
dan Konsultasi penyelenggaraan Kecamatan,Dana Kawasan
SKPD Rakor SKPD Semua Alokasi Permukiman
Kelurahan| Umum
Penyediaan Jasa
Penunjang
04 01 208 Urusan 249,407,500 191,407,500 431,275,000 184,800,000
Pemerintahan
Daerah
. Kab. Dana .
Penyediaan Jasa . Transfer Dinas
Komunikasi Tersedianya Anggaran Kepulauar Umum - Perumahan dan
04 01 2.08 02 o untuk Tagihan Beban 1 Tahun 1 Tahun 29,907,500 29,907,500 45,525,000| Talaud, 1 Tahun 3,300,000
Sumber Daya Air . o Dana Kawasan
- Air dan Listrik Melonguani . .
dan Listrik lokasi Permukiman
Melonguanﬁmum
Dana
X Transfer Dinas
Penyediaan Jasa _
Umum Perumahan dan
04 01 2.08 04 [Pelayanan Umum 219,500,000 161,500,000 385,750,000 Dana 181,500,000
Kantor ) Kawasan
Alokasi Permukiman
Umum
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
04 01 2.09 Penunjang 1,024,127,815 36,400,348 68,347,848 28,560,000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Dana .
Pemeliharaan, Transfer Dinas
04 01 209 02 |Biaya 1,024,127,815 36,400,348 68,347,848 Umum - 28,560,000 PeruMmanan dan
Pemeliharaan, Dana Kawasan
Pajak, dan Alokasi Permukiman




Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2022

Urusan/ Bidang . Target Realis.asi Pé:::;aﬂn Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Praklr:_aarlllll\:l‘a;t;ZR;ncana peranglat
Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . RKPD Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas
Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode Tahun RKPD RKPD 202 Lokasi Sumt Sasaran Target Pagu Indikatif Penanggung
Kegiatan RPIMD| 5020 Tzi’::‘" Semula | Menjadi | RKPD 2022 APBD 2022 Dorababion Dana Nasional Daerah Jawab
Perizinan
Kendaraan Dinas
) Umum
Operasional atau
Lapangan
PROGRAM
1 04 02 PENGEMBANGA 215,000,000 0 82,650,000 220,000,000
N PERUMAHAN
Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi
1 04 02 201 Rumah Korban 15,000,000 0 82,650,000 0
Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Dana
Transfer
Umum -
Dana
Alokasi
Umum
Dana 2.Infrastruktur
Transfer 2.Infrastruktur
Umum - 2.Infrastruktur
Pengumpulan Kab. Dana . 2.Infrastruktur
Data Rumah Kepulauar| Alokasi 7.Mitigas Dinas
1 04 02 201 03 Korban Bencana 15,000,000 0 82,650,000 Talaud, Umum Bencana Perumahan dan
) Kejadian B B Kabaruan,| Dana 7.Mitigas Kawasan
Sebelumnya yang Semua Transfer Bencana Permukiman
Belum Tertangani Kelurahan| Umum - 7.Mitigas
Dana Bencana
Alokasi 7.Mitigas
Umum Bencana
Dana
Transfer
Umum -
Dana
Alokasi
Umum
PROGRAM
1 04 03 KAWASAN 2,721,551,000 0 100,100,000 3,024,094,989
PERMUKIMAN
Peningkatan
Kualitas Kawasan
1 04 03 203 |Permukiman 1,870,548,000 0 100,100,000 2,061,594,989
Kumuh dengan
Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
Dana
Semua | Transfer 6.Pembangunan
Kerja Sama Kab/Kota, | Khusus - berkelanjutan Dinas
Perbaikan Rumah Ter!aksananya . Semua Dana 6.Pembangunan Perumahan dan
1 04 03 203 03 Tidak Layak Huni kerjasama perbaikan 1 Tahun 1 Tahun 558,625,000 0 100,100,000 K tah Alokasi berkelaniut 1 Tahun 618,478,497 K
yak Huni | oo certa PSU ecamatan, » erkelanjutan awasan
Beserta PSU Semua Khusus Fisik 6.Pembangunan Permukiman
Kelurahan berkelanjutan




Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2022
Urusan/ Bidang . Target Realis.asi Pé:::ia:: Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prak":_:;ma;:s;"ca"a Perangkat
Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . RKPD Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas
Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode Tahun RKPD AKPD 2022 Lokasi Sumt Sasaran Target Pagu Indikatif Penanggung
Kegiatan RPIMD| 5020 Tzi’::‘" Semula | Menjadi | RKPD 2022 APBD 2022 Dorababion Dana Nasional Daerah Jawab
DAK Fisik -
Bidang
Perumahan
dan
Permukiman
- Reguler
DAK Fisik -
Bidang
Perumahan
dan
Permukiman
- Afirmasi

TOTAL

4,115,380,903

2,556,084,151

2,744,708,685

3,535,931,729
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Secara Nasional, kebijakan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman
serta beberapa aturan turunannya, termasuk PP nomor 14 tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP nomor 14 tahun 2018 tentang
Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Selain aturan
tersebut, undang-undang nomor 24 tahun 2014 juga telah secara spesifik menentukan
lingkup kewenangan urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun
Kebijakan Nasional dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun
2019 adalah sebagai berikut :

- Pengembangan Kawasan permukiman ditujukan terutama untuk menghilangkan
permukiman kumuh perkotaan dan peningkatan kualitas permukiman di berbagai
Kawasan. Di kawasan perdesaan pembangunan berupa penyediaan sarana, prasarana
dan fasilitas umum permukiman yang memenuhi SPM; prasarana pendukung kegiatan
produksi sesuai dengan komoditas unggulannya; beserta sarana dan prasarana
pendukung peningkatan konektivitas kegiatan antar desa maupun antar desa-kota.

- Pembangunan perumahan ditujukan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal
yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh
kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem
penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang. Secara nasional Pencapaian
pembangunan perumahan hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat Penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspekrif
menghuni telah mencapai 1.168.136;

2. Fasilitasi penyediaan hunian layak berupa rumah susun, rumah khusus, dan rumah
swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mencapai 115.765 unit;

3. Fasilitasi penyaluran bantuan hunian layak mencapai 1.052.371;

4. Fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni mencapai 662.907;

5. Penurunan backlog rumah MBR dilakukan melalui fasilitasi pembiayaan
hunian layak, termasuk bantuan pembiayaan melalui pemberian subsidi
pembiayaan yang meliputi FLPP, SBUM, SSB, dan BP2BT,;

6. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hunian Layak mencapai 782.371 unit.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kebijakan nasional bidang
perumahan dan kawasan permukiman dalam implementasinya sudah menyentuh
sampai pada daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar, namun masih ada kondisi

tertentu seperti keterbatasan sumber pendanaan dari APBN serta belum adanya

Dinas Perkim Kabupaten Kepulauan Talaud
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3.2

3.3

penegasan dari Pemerintah tentang kewenangan SKPD yang menangani
Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tingkat Kabupaten/kota yang masih
harus di lakukan oleh pemerintah pusat. Disisi lain, persyaratan wajib yang
ditentukan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh Bantuan yang bersumber dari
APBN belum dapat dipenuhi daerah karena keterbatasan anggaran serta belum
padunya Produk hukum didaerah yang mengatur tentang kewenangan SKPD dalam

penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tujuan dan sasaran Renja SKPD

a. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Tahun 2021
merupakan penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020-2025 serta Tujuan
dan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2021. Dinas Perumahan dan kawasan
Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud menetapkan tujuan dimaksud sebagai berikut :
1. Persetanse Penurunan Luasan Kawasan Kumuh;
2. Meningkatkan Persentase Peningkatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang

Memiliki Rumah Layak Huni;

3. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Lengkap.

b. Sasaran
Lebih lanjut Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan
Talaud menetapkan sasaran yang ingin di capai dalam periode waktu 2020-2025 yang
merupakan derivasi dari masing-masing tujuan di atas yaitu :
1. Terbukanya akses masyarakat terhadap rumah layak huni;

2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dikawasan perumahan dan permukiman.

Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna pencapaian
sasaran tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu
yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan
gambaran dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabuapten Kepulauan Talaud selanjutnya
telah menetapkan program dan kegiatan untuk Tahun 2020-2025, dengan memperhatikan
aspirasi yang berkembang dari masyarakat (usulan pada forum MUSRENBANG) serta melihat

situasi dan kondisi daerah, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang

Program Pengembangan Perumahan.

Dinas Perkim Kabupaten Kepulauan Talaud
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

41 Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan

dan kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan Program dan

Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Memunculkan kegiatan-kegiatan:

1.1 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

a.
b.

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen
Perencanaan,;

¢ RKA dan DPA

RKA dan DPA Perubahan

Review Renja

Forum SKPD

DRPK

Rakorev/Monev SKPD

Monev SKPD

Bintek Perencanaan

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
e |IKU dan PERKIN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Laporan SKPD
LPPD;

LKPJ

LAPKIN

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan;

a
b
c.
d
e
f.

g.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

Penyusunan Akuntasi dan Pelaporan Keuangan;

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD;
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

1.3. Kegiatan Administrasi Umum

a.

=~ 0 oo o

@

Penyediaan jasa surat menyurat;

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
Penyediaan jasa administrasi keuangan;

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

Penyediaan alat tulis kantor;

Dinas Perkim Kabupaten Kepulauan Talaud
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h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
i Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

—

k. Penyediaan peralatan rumah tangga;

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
Penyediaan bahan logistik kantor;

Penyediaan makanan dan minuman kantor;

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

Penyediaan jasa pelayanan perkantoran;

L T o 5 3

Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

-

Pengadaan meubeleur;
s. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
t. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

2. Program Kawasan Permukiman

Memunculkan kegiatan:

2.1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

a. Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

2.2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di baah 10
Ha

a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

3. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi
Bidang Program Pengembangan Perumahan

Dinas Perkim Kabupaten Kepulauan Talaud
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Tabel 4.1

Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2022

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Rp
4, |Program : 2.280.421.188
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 1.625.000
Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD -
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD 1.625.000
Kegiatan : 1.664.139.088
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.659.901.088
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 4.238.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Kegiatan : 154.417.562
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.200.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.450.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.455.562
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.312.000
Kegiatan : 394.525.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 26.775.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 367.750.000
Kegiatan :
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 8.563.000
Daerah
Penyediaan Jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak dan 65.714.536
perizinan kendaraan dinas operasional
2. | Program Kawasan Permukiman 185.244.000
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 69.324.000
Permukiman
- | Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Pembangunan dan 69.324.000
Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 115.920.000
baah 10 Ha
- | Perbaikan rumah tidak layak huni 115.920.000
3. | Program Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, -
Klasifikasi dan Registrasi Bidang Program Pengembangan Perumahan
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman dan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulaua Talaud Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman
sebagai upaya dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud.
Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan
sinergis. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN dilingkungan Dinas Perumahan dan
kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud sangat dibutuhkan dalam rangka
menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan
kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan di tiap tahun anggaran.

Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas Dinas Perumahan dan kawasan
Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 agar dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip

pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas.

Melonguane, Januari 2023
KEPALA DINAS,

Ir. MAX PATONE, ME

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641101 199403 1 005
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